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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ; B.448/DJPSDKP/KS.320/VL/2025
NOMOR : HK.201/2/5/DRJU.HKS-2025

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima, Bulan Juni, Tahun dua ribu dua
puluh lima (05-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini:

I DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Timur, Nomor 16, Lantai 11, Gedung Mina Bahari IV,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat dalam
hal ini diwakili oleh PUNG NUGROHO SAKSONO selaku Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 61/TPA TAHUN 2025, tanggal 13 Maret 2025
tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

L. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,
Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh LUKMAN F. LAISA selaku Direktur
Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, bertindak dalam
jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara Kementerian Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit eselon I di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas
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menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit eselon I di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas terkait pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan oleh PIHAK PERTAMA diperlukan dukungan dari
PIHAK KEDUA.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk
membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi
Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1
DASAR HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 teritang Perikarnati
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor |
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Répﬁblik’ Indoeriésia TahiunA 2023 Neomior 42, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang
Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang
dilayani Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020,
Nomor 579);

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/ PERMEN-
KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 47 /PERMEN-KP/2020 tentang
Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem
Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 820);

f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1294);
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g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang
Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 210);

h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 96);

i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Tahun 2025 Nomor 115);

j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang
Program Keamanan Penerbangan Nasional;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi
PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sinergi pelaksanaan
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan
kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sinergi
pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- sim_argi pelaksana_an pengawasan distribusi produk kelautan dan
perikanan yang diduga ilegal di wilayah bandar udara, agen kargo/
regulated agent (RA), dan pengirim pabrikan (Known Consignor);

b. dukungan dalam rangka operasional pengawasan sumber daya
kelaiitan dan perikanan melalui udara (Air Survéillance);

c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjarjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam
Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK terlibat secara aktif, bekerjasama dan
bersinergi dengan pihak-pihak lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama
ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan
kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan
pengawasan distribusi produk kelautan dan perikanan yang
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diduga ilegal di wilayah bandar udara, agen kargo/regulated agent
(RA), dan pengirim pabrikan (Known Consignor).

. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka

operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
melalui udara (Air Surveillance).

mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a.

b.

memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan
pengawasan distribusi produk kelautan dan perikanan yang
diduga ilegal di wilayah bandar udara, agen kargo/regulated agent
(RA), dan pengirim pabrikan (Known Consignor).

melaksanakan ketentuan administrasi atas dukungan PIHAK
KEDUA dalam rangka operasional pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan melalui udara (Air Surveillance).

melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan
ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.

(3) PIHAK KEDUA berhak:
a. mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan

pengawasan distribusi produk Kkelautan dan perikanan yang
diduga ilegal di wilayah bandar udara, agen kargo/regulated agent
(RA), dan pengirim pabrikan (Known Consignor).

. menerima kelengkapan administrasi dari PIHAK PERTAMA dalam

rangka operasional pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan melalui udara (Air Surveillance).

melaksanakan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan
ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA dalam

pelaksanaan pengawasan distribusi produk kelautan dan
perikanan yang diduga ilegal di wilayah bandar udara, agen
kargo/regulated agent (RA), dan pengirim pabrikan (Known
Consignor).

. memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka

operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
melalui udara (Air Surveillance).

memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan
ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang tinmibiul sebagai akibat dari péelaksariaan Perjarijian
Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai
bahan masukan untuk melakukan perubahan, perpanjangan atau
pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

(3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KERAHASIAAN

(1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data
dan/atau informasi rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang
telah dipublikasikan.

(2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama
ini serta sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan
keamanan data dan/atau informasi yang dipertukarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap
berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri
sebelum jangka waktunya berakhir.

(5) Dalam hal terdapat permintaan data dan/atau informasi dari pihak
lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini atas data dan/atau informasi
dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama, PIHAK yang menerima
permintaan meneruskan permintaan data dan/atau informasi
tersebut kepada PIHAK pemilik data dan/atau informasi sesuai tugas
dan kewenangannya serta sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Penerusan permintaan data ‘dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatari Perjarijian Kerja Sama ini, PARA
PIHAK menunjuk Pejabat Penanggung jawab yaitu:

PIHAK PERTAMA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan, Lantai 11, Gedung Mina Bahari v,
Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Medan Merdeka Timur,
Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat.



PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara, Jalan Medan Merdeka Barat No.8,
Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

(2) Dalam hal terdapat perubahan penanggung jawab dan/atau unit
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang
melakukan perubahan memberitahukan kepada PIHAK lainnya
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan
tersebut.

Pasal 10
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun, terhitung mulai ditanda tangani oleh PARA PIHAK,

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya
apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau
kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya
Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan
perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun
sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri
Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak
lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

(5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat
pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal terjadi Keadaann Kahar (Force Majeure) yang
mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat mengirimkan dan
mengakses data dan/atau informasi, pertukaran data dan/atau
informasi dilakukan melalui sarana media lainnya yang disepakati
sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

(2) Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan
kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme;

b. gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau
bencana alam lainnya;

c. sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi
di tingkat nasional maupun daerah;

d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun
daerah secara material; dan/atau

e. kejadian luar biasa lainnya yang ditentukan oleh Pejabat
Penanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1)
dan/atau peraturan perundang-undangan.



(3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan terjadinya Keadaan Kahar
(Force Majeure).

(4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) harus
memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan atau tertulis
dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan
Tidak Normal.

(5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK
sebagai akibat Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK
lainnya.

(6) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal yang mengakibatkan PARA
PIHAK tidak dapat mengakses menggunakan sarana penyampaian
data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), PARA PIHAK melakukan penyampaian data dan/atau informasi
melalui sarana e-mail, cloud storage, dan/atau media perekaman data
elektronik lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK atau
diwakilkan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing pihak.

Pasal 12
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hdl yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam
Perjanjian Kerja sama ini dan/atau apabila Perjanjian Kerja sama ini
akan diubah atau diperpanjang, dilakukan atas kesepakatan PARA
PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum, yang
selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja sama.
Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau

untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana
tersebut di atas, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA




(3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau
keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan terjadinya Keadaan Kahar
(Force Majeure).

(4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) harus
memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan atau tertulis
dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan
Tidak Normal.

(5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK
sebagai akibat Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK
lainnya.

(6) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal yang mengakibatkan PARA
PIHAK tidak dapat mengakses menggunakan sarana penyampaian
data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1), PARA PIHAK melakukan penyampaian data dan/atau informasi
melalui sarana e-mail, cloud storage, dan/atau media perekaman data
elektronik lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK atau
diwakilkan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing pihak.

Pasal 12
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yanig belum cukup diatur dan/dtau beluim tercakup daldaim
Perjanjian Kerja sama ini dan/atau apabila Perjanjian Kerja sama ini
akan diubah atau diperpanjang, dilakukan atas kesepakatan PARA
PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum, yang
selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja sama.
Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau
permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana
tersebut di atas, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA
dan PTHAK KEDUA




Lampiran Perjanjian Kerja Sama. antara
Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, KKP dan
Ditjen. Perhubungan Udara, Kemenhub

Nomor
Nomor

: B.448/DJPSDKP/KS.320/V1/2025
: HK.210/2/5/DRJU.HKS-2025

Tentang Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

RENCANA AKSI
Kegiatan
No Reanglingkwp FES Peran PIHAK PERTAMA Peran PIHAK KEDUA Lokasi Waktu Output Outcome
1 | Sinergi pengawasan Melaksanakan Memberikan Wilayah 2025- Laporan Pelaku usaha
distribusi produk pengawasan distribusi pendampingan bandar udara , | 2030 pelaksanaan distribusi
kelautan dan perikanan | produk kelautan dan dan/atau akses bagi agen kargo / pengawasan produk
yang diduga ilegal perikanan yang diduga | Pengawas Perikanan regulated distribusi produk | kelautan dan
ilegal. untuk melaksanakan agent (RA), kelautan dan perikanan
pengawasan distribusi | dan pengirim perikanan yang patuh
produk kelautan dan pabrikan diduga ilegal terhadap
perikanan yang diduga | (known peraturan.
ilegal. consignon)
sesuai dengan
wilayah kerja
Ditjen. PSDKP
setempat.
Melaksanakan Melaksanakan Kantor 2025- SOP Bersama Pengawasan
penyusunan SOP penyusunan SOP Ditjen 2026 pengawasan distribusi
Bersama pengawasan Bersama pengawasan PSDKP atau distribusi produk | produk
distribusi produk distribusi produk Kantor kelautan dan kelautan dan
kelautan dan perikanan | kelautan dan Ditjen perikanan yang perikanan
yvang diduga ilegal. perikanan yang diduga | Perhubunga diduga ilegal. terlaksana
ilegal. n Udara dengan efektif

sesuai SOP
Bersama.
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Kegiatan
No | Ruang Lingkup PKS |50 0" PIHAK PERTAMA | Peran PIHAK KEDUA Lokasi Waktu Output Outcome
Melaksanakan proses Memberikan Seluruh 2025- Surat penerbitan | akses masuk
permohonan penerbitan | dukungan penerbitan | wilayah 2030 nama akses bandara.
akses masuk bandara akses masuk bandara | kerja Ditjen. masuk bandara untuk
untuk Pengawas untuk Pengawas PSDKP. untuk Pengawas Pengawas
Perikanan / Polsus Perikanan / Polsus Perikanan / Perikanan /
PWP3K / PPNS PWP3K / PPNS Polsus PWP3K / Polsus PWP3K
Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan PPNS Kelautan / PPNS
Perikanan di area dan Perikanan Kelautan dan
bandar udara meliputi Perikanan
Passenger / cargo
security check point
(P/C SCP) dan
terminal kedatangan
2 | Dukungan dalam rangka | Menyiapkan rencana Memberikan dukungan Wilayah .2025- Laporan Kepatuhan
operasional pengawasan | operasi pengawasan pengawasan sumber Bandar Udara |.2030 pengawasan pelaku usaha
sumber daya kelautan sumber daya kelautan daya kelautan dan sumber daya sumber daya
dan perikanan melalui dan perikanan perikanan dengan kelautan dan kelautan dan
udara (Air Surveillance) menggunakan pesawat | menggunakan pesawat perikanan perikanan.
udara berawak (Air dari Balai Besar Kalibrasi menggunakan
Surveillance). Fasilitas Penerbangan pesawat udara
(BBKFP) sesuai peraturan berawak (Air
perundang-undangan Surveillance).
Melaksanakan Menyiapkan laporan dan | Kantor 2025- Laporan Tertib
pembayaran sesuai admistrasi keuangan atas | Ditjen 2030 administrasi pelaksanaan
dengan ketentuan PNBP | pelaksanaan operasi PSDKP atau pelaksanaan pengawasan
yang berlaku di pengawasan sumber Kantor pengawasan sumber daya
lingkungan daya kelautan dan Ditjen sumber daya kelautan dan
Kementerian perikanan melalui Perhubunga kelautan dan perikanan
Perhubungan udara (Air n Udara perikanan melalui | melalui udara
Swurveillance). udara (Air (Air
Surveillance). Surveillance).
Menyiapkan rencana Memberikan dukungan 2025- Terlaksana Kepatuhan
operasi pengawasan atas pengajuan lisensi 2030 kelancaran pelaku usaha

sumber daya kelautan
dan perikanan
menggunakan pesawat
udara tanpa awak

remote pilot, registrasi,
dan izin penggunaan
ruang udara pesawat
tanpa awak (drone)

operasional pesawat
udara tanpa awak

sumber daya
kelautan dan
perikanan.
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Kegiatan
No | Ruang Lingkup PRS |50 "BIHAK PERTAMA | Peran PIHAK KEDUA Lokasi Waktu Output Outcome
(drone).
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sumber daya manusia melaksanakan kegiatan | narasumber, tempat, dan | Ditjen 2030 peningkatan kemampuan
peningkatan kapasitas materi kegiatan PSDKP atau kapasitas sumber yang
sumber daya manusia yang | peningkatan kapasitas Kantor daya manusia dibutuhkan-
tidak terbatas pada SDM sumber daya manusia Ditjen
aparatur namun SDM manusia yang tidak Perhubunga
lainnya seperti petugas terbatas pada SDM n Udara

AVSEC, RA dan ldin-lain

aparatur namun SDM
lainnya seperti petugas
AVSEC, RA dan lain-lain.

atau lokasi
lain sesuai
kesepakatan
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